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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi dari praktek perjanjian waralaba 
(franchise) di Indonesia, serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi 
waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) dalam perjanjian waralaba 
(franchise) di Indonesia. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan 
hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan 
jenis penelitian pustaka (library research). Menggunakan sumber data primer dan 
data sekunder. Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan 
teknik studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari data yang berupa bahan-
bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi ini. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan 
hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba di indonesia diwujudkan 
dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, Undang-Undang Nomor 30 tahun 
2000 tentang Rahasia Dagang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 
tahun 2007 tentang waralaba. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut 
semata-mata untuk melindungi para pihak dalam melakukan bisnis waralaba. 
 





This research aims to know the regulations of the franchise agreement practice in 
Indonesia as well as to know the legal protection for the franchisor and for the 
franchisee in the franchise agreement in Indonesia. The method of approach used by 
the writer is the normative legal approach which was conducted by studying the 
literature and secondary data. Kind of research used by the writer in this research is a 
libary research that used primary and secondary data. The method of data collection 
in this research used the technique of library research which was conducted by 
finding data in the forms of literature which were necessary and related to this mini 
thesis. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that 
the legal protection on the parties in the franchise agreement in Indonesia is 
embodied in the provision of Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code), 
Act Number 15 of 2001 regarding Brand, Act Number 30 of 2000 regarding Trade 
Secret, and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2007 
regarding franchise. The existence of the regulations are merely to protect the parties 
in running the franchise business.  
 





Perkembangan ekonomi yang semakin maju harus menjamin perlindungan 
dalam dunia usaha. Perkembangan tersebut memunculkan berbagai usaha yang terus 
berkembang disegala bidang. Usaha yang berkembang tersebut melibatkan kerjasama 
dari pihak yang terkait, dengan dasar tujuan untuk mendapatkan hasil yang saling 
menguntungkan, seperti keberadaan usaha waralaba. Pelindungan terhadap suatu 
usaha sangat diperlukan sebagai upaya proteksi terhadap suatu kegagalan. Payung 
hukum dalam suatu usaha akan memberikan iklim usaha yang sehat dan nyaman 
untuk terus berkembang dan maju. Kesadaran dan kesepakatan dari semua pihak 
yang terlibat untuk menaati semua peraturan yang ada sangat diperlukan.  
Kegiatan usaha yang terus berkembang salah satunya adalah keberadaan 
usaha waralaba. Keberadaannya menjadi magnet ekonomi bagi masyarakat untuk 
terus berkembang dalam dunia usaha, dengan tujuan utama untuk mencari 
keuntungan. Pemahaman yang benar  dan kerjasama yang baik akan menjadikan 
usaha waralaba sebagai salah satu penggerak ekonmi masyarakat yang mandiri. 
Waralaba sendiri berasal dari kata wara artinya lebih atau istimewa dan laba artinya 
untung, sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.
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Dalam dunia usaha waralaba akan melibatkan beberapa pihak, baik dari pihak 
pemilik atau pemberi waralaba yang dinamakan dengan franchisor dan pihak yang 
diberi atau menerima waralaba yang disebut dengan franchisee.
2
 Pemberi waralaba 
adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk 
memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima 
waralaba.
3
 Sedangkan penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau 
menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
4
 Kerjasama yang baik yang 
melibatkan para pihak dengan di dasari rasa tanggung jawab untuk menjaga 
kemitraan usaha akan menguntungkan kedua belah pihak. 
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Perkembangan usaha yang melibatkan lebih dari satu pihak seperti usaha 
waralaba harus melakukan suatu perjanjian sebagai dasar dalam perlindungan 
hukum. Pengertian perjanjian sendiri adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-
perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.
5
 Perjanjian 
mempunyai peranan dalam keberlangsungan suatu usaha, keberadaannya dapat 
menjadi dasar untuk mengikat dua pihak untuk bekerjasama, serta untuk menghindari 
dari kedua belah pihak untuk melakukan suatu pelanggaran. Perjanjian dapat menjadi 
dasar dalam suatu kesepakatan kerja sama yang telah dibuat, keberadaannya mampu 
menjadi pijakan perlindungan hukum.  
Kecermatan dan ketelitian dalam proses pembuatan kesepakatan dalam suatu 
perjanjian menjadi kunci perlindungan yang paling ampuh untuk terhindar dari 
kegagalan. Perlindungan harus mampu dijadikan sebagai kontrol setiap masing-
masing pihak untuk cermat dalam melakukan usaha waralaba. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah pada 
penelitian ini yaitu (1) Bagaimana regulasi dari praktek perjanjian waralaba 
(franchise) di Indonesia? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi 
waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) dalam perjanjian waralaba 
(franchise) di Indonesia? Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam 
penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui regulasi dari praktek perjanjian waralaba 
(franchise) di Indonesia dan (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi 
pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) dalam perjanjian 
waralaba (franchise) di Indonesia. Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai dalam 
penelitian hukum ini adalah (1) Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia 
dan khususnya hukum perdata, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap 
para pihak dalam perjanjian waralaba di Indonesia, (2) Manfaat praktis, yaitu  
(a) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus 
untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh,  
(b) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan 
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masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara mengatasi masalah tentang 
perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba di Indonesia. 
 
2. METODE 
Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan hukum normatif, 
yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian 
yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan jenis 
penelitian pustaka (libary research).6  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  
ini menggunakan teknik studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari, 
mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang 
berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi ini. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Regulasi Perjanjian Waralaba (Franchise) di Indonesia 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap regulasi perjanjian waralaba 
(Franchise) di Indonesia, dapat diperoleh data sebagai berikut: 
Pertama, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Secara umum 
mengenai perjanjian waralaba (Franchise) di Indonesia telah diatur dalam ketentuat 
perundang-undangan yang berlaku, antara lain (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata). Secara umum mengenai perjanjian usaha bisnis waralaba 
(franchise) telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata). Kegiatan bisnis waralaba atau Franchise harus memiliki dasar 
hukum yang kuat, yang dimana dasar hukum tersebut merupakan bagian dari 
perjanjian atau kontrak. Perjanjian sebagai dasar hukum dalam bisnis waralaba, telah 
diatur dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1), 
Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 (KUHPerdata). Ketentuan tersebut 
memberikan maksud, bahwa para pihak dalam melakukan perjanjian, bebas untuk 
melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, 
kebiasaan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum, 
juga tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara 
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sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
7
 Perjanjian tidak 
dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 
alasan-alasan yang oleh ketentuan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, maka tiap-tiap pihak dalam 
perjanjian wajib mematuhi hal-hal yang telah diperjanjikan dan melaksanakan 
perjanjian dengan itikad baik. Selanjutnya (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Merk. Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk 
telah mengatur mengenai keberadaan bisnis waralaba, salah satunya adalah mengenai 
pemilik Merk memberikan hak yang bersifat eksklusif kepada penerima lisensi untuk 
menggunakan merek,  memproduksi dan memdistribusikan ke wilayah Indonesia. 
Adapun secara umum mengenai Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Keberadaan usaha bisnis waralaba adalah Ketentuan Pasal 44 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk menyebutkan tentang lisensi non 
eksklusif. Oleh karena itu pemilik Merk yang sudah memberikan lisensi tetap dapat 
menggunakan sendiri Merknya atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Dalam 
hal  lisensi Merk diberikan secara non eksklusif, maka pemberi lisensi dapat 
mencantumkan persyaratan tata cara penggunaan Merk tersebut untuk memberi 
indikasi bahwa penggunaan Merk tersebut di bawah pengawasan pemilik Merk.   
Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk 
menyebutkan, dalam suatu perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima 
lisensi diberi wewenang untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.8 
Sedangkan Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, 
menyebutkan bahwa penggunaan Merk terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi 
dianggap sama dengan penggunaan Merk  tersebut di Indonesia oleh pemilik Merk. 
Selanjutnya (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, telah 
mengatur mengenai keberadaan bisnis waralaba. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka (1) 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang kaitannya dengan 
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bisnis waralaba telah memberikan rumusan, bahwa rahasia dagang adalah informasi 
yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai 
nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaanya oleh 
pemilik rahasia dagang.  
Mengenai pelanggaran tentang Rahasia Dagang juga telah diatur dalam 
ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 
tentang Rahasia Dagang. Pasal 13 menyebutkan bahwa, pelanggaran Rahasia Dagang 
juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, 
mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis 
untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. 
9
 Pelanggaran rahasia dagang 
dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan 
informasi atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah 
dibuatnya, baik secara tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang 
dimaksud. 
Kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah. Adapun ketentuan Peraturan 
Pemerintah mengenai waralaba (franchisee) secara umum, dapat dijelaskan dan 
digolongkan sebagai berikut: (1) Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 
16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 
16 Tahun 1997 tentang Waralaba, keberadaandan pelaksanaan bisnis waralaba di 
Indonesia dilakukan melalui suatu perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menjadi dasar 
bagi masyarakat dalam melakukan kontrak atau perjanjian, karena pada dasarnya 
semua perjanjian dapat dibenarkan selama dilakukan secara sah, serta tidak 
bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Selanjutnya (2) Pada Saat 
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. 
Pemberlakuan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang 
Waralaba, telah memberikan angin segar terhadap perkembangan dunia usaha di 
Indonesia.  
Keberadaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang 
Waralaba mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian usaha dan kepastian 
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hukum bagi dunia usaha yang menjalankan bisnis waralaba. Peraturan Pemerintah ini 
merupakan bentuk upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan waralaba 
dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba menegaskan, bahwa perjanjian 
waralaba (franchise agreement) harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dan tunduk pada hukum Indonesia.
10
 Artinya perjanjian waralaba tidak boleh tunduk 
kepada hukum negara lain. 
Selanjutnya yang ketiga, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 
42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2007 tentang Waralaba, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk 
menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997. Lahirnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ini dilandasi upaya pemerintah 
dalam meningkatkan pembinaan usaha waralaba di seluruh Indonesia, sehingga akan 
mendorong perkembangan pengusaha nasional, terutama pengusaha kecil dan 
menengah untuk tumbuh sebagai pemberi waralaba (franchisor) nasional.  
Berikut yang keempat, pada saat berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 12/M-Dag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Cara Penerbitan Surat Tanda 
Pendaftaran Usaha Waralaba. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 12/M-Dag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Cara Penerbitan 
Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, dalam Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa 
pemberian waralaba dapat dilakukan dengan pemberian hak lebih lanjut kepada 
penerima waralaba utama untuk mewaralabakannya kembali kepada penerima 
waralaba lanjutan.
11
 Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor 12/M-Dag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Cara 
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba menyebutkan mengenai 
kewajiban pemberi waralaba (franchisor) untuk menyampaikan keterangan kepada 
penerima waralaba (franchisee). Dalam peraturan tersebut juga mensyaratkan, bahwa 
sebelum membuat perjanjian waralaba lanjutan, penerima waralaba utama wajib 
memberitahukan secara tertulis dengan dokumen otentik kepada penerima waralaba 
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lanjutan, bahwa penerima waralaba utama memiliki hak atau izin membuat 
perjanjian waralaba lanjutan yang dibuat antara penerima waralaba utama dengan 
penerima waralaba lanjutan dengan sepengetahuan pemberi waralaba. 
 
Perlindungan Hukum bagi Pemberi Waralaba (Franchisor) dan Penerima 
Waralaba (Franchisee) dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) di Indonesia  
Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan 
 Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan 
Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai perlindungan terhadap 
bisnis waralaba, diantaranya tentang perjanjian atau kontrak, dimana kontrak 
merupakan dasar hukum yang memberikan perlindungan bagi para pihak dalam 
melakukan perjanjian bisnis waralaba. Secara umum dalam membuat perjanjian 
kontrak dalam usaha waralaba, harus memenuhi syarat sah sebuah perjanjian tertulis 
yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya suatu 
kontrak perjanjian waralaba yang telah disepakati, maka para pihak tidak 
diperbolehkan untuk menarik diri dari perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sesuai 
dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: suatu perjanjian 
tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 
alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu.
12
 
 Kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk. Hak atas 
merek lahir dari pendaftaran dan pendaftaran berfungsi sebagai pemberitahuan 
kepada publik atau kepada pihak ketiga siapa pemilik Merk yang sebenarnya. Jika 
terjadi perselisihan antara pemilik Merk yang terdaftar dengan penerima lisensi yang 
mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak yang tidak terdaftar sebagai pemilik 
Merk yang bersangkutan, maka perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merk 
yang terdaftar. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, 
telah menyebutkan bahwa penerima lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian 
Merk itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan Merk lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan 
perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu  lisensi. 
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Ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, telah 
mengatur mengenai keberadaan bisnis waralaba diantaranya tentang ruang lingkup 
perlindungan Rahasia Dagang, dimana Rahasia Dagang mendapat perlindungan 
apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga 
kerahasiaanya melalui upaya sebagaimana mestinya. Perlindungan Rahasia Dagang 
berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, bahwa Hak 
Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: d) perjanjian tertulis.
13
 Artinya 
pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang 
didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Usaha 
Waralaba (Franchise). Selain perlindungan hukum terhadap para pihak dalam bisnis 
di atas, Pemerintah juga telah mengeluarkan ketentuan khusus terhadap usaha bisnis 
waralaba, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang 
Usaha Waralaba (Franchise). Tujuan peraturan tersebut untuk menciptakan tertib 
usaha, serta upaya perlindungan terhadap penerima waralaba (franchisee) dan 
pemberi waralaba (franchisor). 
Kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 
tentang Penyelenggaraan Waralaba. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, juga telah memberikan 
perlindungan hukum khususnya baagi para pihak yang melakukan perjanjian 
waralaba. Ketentuan dalam Pasal 8 menyebutkan, bahwa jangka waktu perjanjian 
waralaba antara pemberi waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba utama 
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Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 
tentang Penyelenggaraan Waralaba. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap 
waralaba telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Pasal 8 mengatur bahwa, jika 
penyajian waralaba diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa 
berlakunya berakhir, maka pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima 
waralaba yang baru untuk wilayah yang sama sebelum tercapai kesepakatan 
penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak atau sampai ada keputusan 






Pertama, dalam bisnis waralaba (franchise), hubungan antara pemberi 
waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) dibangun atas dasar 
perjanjian. Secara umum mengenai perjanjian waralaba di Indonesia telah diatur 
dalam ketentuat perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merk, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
Pengaturan mengenai keberadaan waralaba juga telah ditentukan dalam berbagai 
peraturan, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-
Dag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran 
Usaha Waralaba dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 
2007 tentang waralaba (franchise). Keberadaan peraturan perundang-undangan 
tersebut semata-mata untuk melindungi para pihak dalam melakukan bisnis waralaba. 
Kedua, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak-hak yang 
dimiliki oleh para pihak, baik pihak pemberi waralaba (franchisor) dan penerima 
waralaba (franchisee). Perlindungan tersebut diwujudkan dalam ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (2), Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk pada Pasal 3, Pasal 48 ayat (1) dan (2), 
yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mendaftarkan Merknya 
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terhadap kemungkinan penggunaan secara melanggar hukum atas Merk tersebut, 
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 5 ayat (1), 
yang memberikan perlindungan untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak 
yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang. Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, Pasal 1 ayat 
(1), (2) dan (3), memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak 
pemberi waralaba dan hak-hak penerima waralaba untuk memanfaatkan dan/atau 
menggunakan waralaba sesuai kesepakatan awal atau pada saat disepakatinya 
Perjanjian Franchise (franchise agreement). 
 
Saran 
Pertama, bagi pemerintah, diharapkan dengan adanya peraturan yang 
mengatur secara khusus tentang keberadaan usaha bisnis waralaba (franchise) dapat 
menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 
bisnis waralaba (franchise) tersebut. Ke depannya juga diharapkan pemerintah 
hendaknya membenahi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
perjanjian waralaba, diharapkan adanya pembenahan peratuan mengenai perjanjian 
waralaba (franchise) oleh pemerintah, kegiatan bisnis waralaba (franchise) dapat 
berkembang lebih maju, serta tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dalam bisnis 
waralaba (franchise) tersebut. 
Kedua, bagi para pihak, diharapkan kedepannya dengan ada kerja sama bisnis 
waralaba (franchise) yang saling menguntungkan, yang didasarkan pada perjanjian 
kontrak yang jelas dan berlandaskan hukum, dapat memberikan perlindungan kepada 
para pihak dalam bisnis waralaba (franchise), sehingga tidak ada lagi pihak yang 
dirugikan baik pemberi waralaba (franchisor), maupun pihak penerima waralaba 
(franchisee), selain itu kejujuran dan kesadaran para pihak untuk beritikad baik 
dalam perjanjian bisnis waralab (franchise) juga sangat diperlukan agar tidak ada 
salah satu pihak yang dicurangi ataupun merasa dirugikan. 
 
Persantunan 
Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta atas doa, 
dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Saudaraku tersayang atas dukungan, 
 12 
 
doa dan semangatnya. Teman-teman semua yang kusayangi, terimakasih atas do’a, 





Satrio, J, 1991, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Adytia Bakti. 
Serfiyani, Cita Yustisia, 2015, Franchise Top Secret, (Ramuan Sukses Bisnis 
Waralaba Sepanjang Masa), Yogyakarta: Andi. 
Soebekti, R. dan R. Tjiptosoedibio, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPer). Jakarta: Pradnya Paramita. 
Sutedi, Adrian, 2008, Hukum Waralaba Jakarta: Ghalia Indonesia. 
Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. 
 
Peraturan Perundang-undangan 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 tentang 
Penyelenggaraan Waralaba. 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang 
Penyelenggaraan Waralaba. 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2006 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha 
Waralaba. 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2006 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha 
Waralaba. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk. 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
 
